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ABSTRAK

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan faktor penting dalam
peningkatan hackat den mortsbat serta kesejahteraan manusia adaiah Perumahan atau
Pemukiman. Kenyataan pada sast ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tempat
tinggal terus bertambah, namun sebaliknya tanah yang tersedia sangat terbatas. Usaha
vang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalzhan dari semakic mahal dan
terbatasnya Jahan pada lokasi infrastrnkiumya adaiah kebijjakan pembangunan rumah
susun, Kebijakan pembanguzan rumah susun menjadi satah satu pilikan yang menarik
bagi Pemerintah maopun Pengusaha Properti.

Untuk mengatur keberadnsn dari pembangunan rumah  susun, pemerintah
membentuk kebijakan-kebijakan beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan
dengan pembangunan rumah susun. Rumah susun yang telah seleset dibangur tidak dapat
secars langsung untuk dimanfeatkan dan diperioalbelikan oleh pihak penyelenggara
pembangunan (developer) kepada pihak lain, namur harus memenuhi persyaratan dari
instansi yang berwenang untuk mendapatkan izin. Izio layak huni merupakan saiah satu
ijin yang harus dimohkonkan oleh pihak penyelenggara pembangunan sebelum
menerbitkan sertifikat atas satuan rumab susun dan memperjualbelikan satuan rumah
susun karena adanya izin layak heni mempunyai arti yang penting bagi konsumen
pengguna satian ramab susun.

Setelah izin layak huni disetujui oleh pihak yang berwenang, penyelenggara
pembangunan diperbolehkan untuk melakukan pengaiiban bak kepemilikan. Salah satu
cara peralihan hak kepemitikan atas satuan rumah susun adalab dengan sebush perbuatan
hukum yaity juat beli, yang mans tata cara dati jual beli atas satuan mimah susun akan

dibahas lebih terperinci dalam bab-bab selanjotnya,
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